
 
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka pada bagian 

akhir skripsi ini penulis menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran 

sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan. 

A. Kesimpulan 

1. Standar pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Bukit Timah 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat dilihat dari enam 

indikator yang diteliti yaitu prosedur pelayanan, waktu pelayanan, 

biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta 

kompetensi petugas pemberi pelayanan. Berdasarkan hasil 

penelitian dari 75 responden dikategorikan Cukup Baik dengan total 

skor sebanyak  2.683 berada pada rentang 1.351-2.700 dengan 

persentase 66,24%. 

2. Adapun faktor pendukung Analisis Standar Pelayanan Publik Pada  

Kantor Kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Selatan Kota 

Dumai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan didukung dengan 

adanya prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit dan dipahami 

oleh masyarakat pada Kantor Kelurahan Bukit Timah Kecamatan 

Dumai Selatan Kota Dumai. Sedangkan Faktor penghambat 

standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Bukit Timah Kecamatan 

Dumai Selatan Kota Dumai yaitu Masih terdapatnya kompetensi 

pegawai yang masih kurang baik dalam memberikan pelayanan 
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pada Kantor Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan 

Kota Dumai dan masih kurangnya ketersediaan sarana dan 

prasarana yang mendukung pelayanan dalam pengurusan 

pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kelurahan Kelurahan 

Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. 

B. Saran 

Saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Lurah Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan 

Kota Dumai agar dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dimulai dari 

keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja pegawai Kelurahan.  

2. Disarankan kepada Lurah Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan 

Kota Dumai untuk meningkatkan sarana prasarana yang masih 

kurang memadai, agar dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih efektif yang berfungsi mempercepat 

pelayanan setiap pengurusan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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